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ABSTRAK 

 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT DALAM PERDAGANGAN 
EKSPOR-IMPOR BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL 
(ROTTERDAM RULES) 
 
Rotterdam Rules adalah perjanjian internasional yang mengatur pengangkutan 
barang melalui laut, termasuk ketentuan tentang bill of lading (B/L) sebagai 
dokumen penting dalam perdagangan internasional yang berfungsi sebagai bukti 
kontrak pengangkutan, tanda terima barang, dan dokumen kepemilikan barang. 
Mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban 
pengirim, pengangkut, dan penerima barang berdasarkan kontrak untuk 
pengiriman, maka Rotterdam Rules dapat digunakan sebagai dasar dalam 
menganalisis tanggung jawab hukum pengangkut dalam perdagangan ekspor-
impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bill of lading yang tidak 
sesuai dengan Rotterdam Rules secara umum dan secara hukum sah menurut 
hukum internasional serta untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip dalam 
Rotterdam Rules dapat diberlakukan secara universal. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa bill of lading yang tidak sesuai dengan Rotterdam Rules, 
khususnya dalam hal tanggung jawab hukum pengangkut, tidak secara otomatis 
dianggap tidak sah secara hukum menurut hukum internasional. Namun, dapat 
berimplikasi pada sengketa dan risiko hukum yang lebih tinggi. Hal ini karena 
penerapan Rotterdam Rules sangat bergantung pada ratifikasi dan implementasi 
hukum nasional masing-masing negara. Prinsip-prinsip dalam Rotterdam Rules 
tidak dapat diberlakukan secara universal. Rotterdam Rules tidak secara otomatis 
mengikat semua negara, karena setiap negara harus secara resmi meratifikasi atau 
menyetujui konvensi tersebut agar terikat olehnya. Pemberlakuan prinsip-prinsip 
dalam Rotterdam Rules secara universal menghadapi tantangan karena beberapa 
negara belum meratifikasi atau menerapkan aturan tersebut. Meskipun aturan ini 
bertujuan untuk menyelaraskan hukum pengangkutan laut internasional, adopsi 
universal masih terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional, kompleksitas 
hukum, dan kurangnya pemahaman tentang aturan tersebut. 
Kata Kunci:  Tanggung Jawab Hukum Pengangkut, Bill of Lading, 

Rotterdam Rules 
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ABSTRACT 

 
LEGAL RESPONSIBILITIES OF CARRIERS IN EXPORT-IMPORT TRADE 
BASED ON THE INTERNATIONAL CONVENTION (ROTTERDAM RULES) 
 
The Rotterdam Rules are an international agreement that regulates the 
transportation of goods by sea, including provisions on the bill of lading (B/L) as 
an important document in international trade that serves as proof of the contract 
of transportation, receipt of goods, and document of ownership of goods. 
Considering the provisions that regulate the rights and obligations of the sender, 
carrier, and recipient of goods based on the contract for shipping, the Rotterdam 
Rules can be used as a basis for analyzing the legal responsibilities of carriers in 
export-import trade. This study aims to determine whether bills of lading that do 
not comply with the Rotterdam Rules are generally and legally valid under 
international law and to determine whether the principles in the Rotterdam Rules 
can be applied universally. The research method used is normative legal research 
using a statute approach. Based on the results of the study, it can be concluded 
that bills of lading that do not comply with the Rotterdam Rules, especially 
regarding the legal responsibilities of carriers, are not automatically considered 
legally invalid under international law. However, it can lead to disputes and 
higher legal risks. This is because the implementation of the Rotterdam Rules is 
highly dependent on the ratification and implementation of each country's 
national laws. The principles in the Rotterdam Rules cannot be applied 
universally. The Rotterdam Rules are not automatically binding on all countries, 
as each country must formally ratify or accede to the convention to be bound by it. 
Universal application of the principles in the Rotterdam Rules faces challenges 
because some countries have not yet ratified or implemented the rules. Although 
these rules aim to harmonize international maritime transport law, universal 
adoption is still hampered by differences in national interests, legal complexity, 
and a lack of understanding of the rules. 
Keywords: Legal Responsibilities of Carriers, Bill of Lading, Rotterdam Rules 
 

 

 

  

DRAFT



v 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

segala rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Penelitian tesis ini dengan 

mengangkat judul mengenai “Tanggung Jawab Hukum Pengangkut dalam 

Perdagangan Ekspor-Impor Berdasarkan Konvensi Internasional (Rotterdam 

Rules)”. Penelitian tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 

Narotama Surabaya.  

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 

selama Penelitian tesis yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan, mengingat 

bahwa keterbatasan yang dimiliki peneliti. Namun peneliti mengharapkan tesis ini 

dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan peneliti juga 

mengharapkan adanya kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu 

Hukum peneliti. 

Penyusunan penelitian ini bagi penulis menyadari bahwa kelancaran dalam 

penyusunan tesis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari 

berbagai pihak tanpa terkecuali para Sivitas Akademika Fakultas Hukum 

Universitas Narotama. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mendampingi, melindungi, menyertai, dan 

mengkabulkan semua doa penulis. 

2. Bapak Dr. Arasy Alamudin, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Narotama 

Surabaya. 

3. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya. 

4. Bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., Ketua Kepala Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing Tesis serta Ketua Dewan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 

DRAFT



vi 
 

Narotama Surabaya yang telah memberi bimbingan, masukan, arahan dan 

saran selama mengikuti bimbingan beliau. 

5. Bapak Dr. Tahegga Alfath, S.H., M.H., sebagai sekretaris Dewan Tesis 

Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. 

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Narotama yang selama ini 

membantu dan memberikan dukungan, masukan dan saran kepada penulis. 

7. Kedua orangtua yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar 

biasa serta doa restu sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. 

8. Kedua mertua yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis 

ini. 

9. Suami tercinta, Ikrar Syaid Krisnamutra yang selalu menemani, menghibur, 

memberikan dorongan, memberikan pertimbangan dan masukan dalam 

menyelesaikan penulisan Tesis ini. 

10. Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 54 Universitas Narotama 

Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, terima 

kasih atas doa yang senantiasa mengalir.  

Semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan 

penyusunan tesis ini. Terakhir penulis mengucapkan salam hormat dan terima 

kasih yang tak terhingga atas dukungannya. 

Surabaya,    Agustus 2025 

 

Masrufa 

  

DRAFT



vii 
 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

ABSTRAK .......................................................................................................... iii 

ABSTRACT .......................................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang............................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 11 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 12 

1.3.1 Tujuan Penelitian ............................................................... 12 

1.3.2 Manfaat Penelitian ............................................................. 12 

1.4 Orisinalitas Penelitian .................................................................. 13 

1.5 Tinjauan Pustaka ......................................................................... 20 

1.5.1 Tinjauan tentang Perjanjian Pengangkutan ........................ 20 

1.5.2 Tinjauan Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan............. 26 

1.5.3 Konvensi Internasional Rotterdam Rules ........................... 30 

1.6 Metode Penelitian ........................................................................ 33 

1.6.1 Tipe Penelitian ................................................................... 33 

1.6.2 Pendekatan Masalah ........................................................... 34 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................... 35 

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .... 36 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum ...................................................... 37 

1.7 Sistematika Penulisan .................................................................. 38 

BAB II KEABSAHAN BILL OF LADING YANG TIDAK SESUAI 

 DENGAN ROTTERDAM RULES MENURUT HUKUM 
 INTERNASIONAL 

2.1 Kajian tentang Bill of Lading Menurut Rotterdam Rules dan  

Bill of Lading pada Fr. Meyer's Sohn (FMS) Seaways AG ........ 40 

 

DRAFT



viii 
 

2.1.1 Bill of Lading dalam Rotterdam Rules ............................... 40 

2.1.2 Bill of lading pada Fr. Meyer's Sohn (FMS) 

Seaways AG ....................................................................... 43 

2.1.3 Bill of lading pada Fr. Meyer's Sohn (FMS) Seaways AG 

yang Tidak Sesuai dengan Rotterdam Rules ...................... 57 

2.2 Keabsahan Bill of Lading yang Tidak Sesuai dengan Rotterdam  

Rules Menurut Hukum Internasional........................................... 60 

BAB III PEMBERLAKUAN PRINSIP-PRINSIP DALAM ROTTERDAM  

 RULES SECARA UNIVERSAL 
3.1 Prinsip Hukum Rotterdam Rules ................................................. 71 

3.2 Penormaan Prinsip-Prinsip Rotterdam Rules Secara  

Universal...................................................................................... 77 

BAB IV PENUTUP 
4.1 Simpulan ...................................................................................... 87 

4.2 Saran ............................................................................................ 89 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 91 

DRAFT


